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Abstrak:	 Penelitian ini mengeksplorasi peran policy hackathon sebagai instrumen 
inovasi dalam pengembangan kebijakan publik melalui studi kasus program Cimahi 
Innovathon Days di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan 
untuk memahami bagaimana policy hackathon dapat menghasilkan solusi kebijakan 
yang relevan dan berkelanjutan di tingkat lokal. Tujuan utama penelitian ini adalah 
untuk memahami konteks terkait policy hackathon yang masih jarang dibahas dalam 
konteks praktis dalam studi kasus kebijakan publik di Indonesia, sebagai salah satu 
metode dalam perumusan kebijakan publik partisipatif. Metodologi yang digunakan 
adalah analisis wacana (discourse analysis) yang melibatkan pengamatan langsung 
dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan policy hackathon dapat menjadi salah satu alternatif 
perumusan kebijakan yang partisipatif melibatkan publik secara umum. Selain itu, 
fokus pada kebutuhan warga, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan dampak 
nyata yang terukur menjadi faktor penting dalam proses ini. Kesimpulan penelitian 
ini menggarisbawahi potensi besar policy hackathon dalam menciptakan solusi 
inovatif yang dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Implikasi praktis 
dari temuan ini mencakup pentingnya memperkuat kolaborasi antar sektor dalam 
perumusan kebijakan serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak jangka 
panjang dari kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk 
pengembangan instrumen kebijakan baru yang dapat diadopsi di berbagai wilayah 
lainnya.

Abstract:	 This research explores the role of policy hackathons as an innovation 
instrument in public policy development through a case study of the Cimahi Innovathon 
Days program in Cimahi City. The background of this research is based on the need 
to understand how policy hackathons can produce relevant and sustainable policy 
solutions at the local level. The main objective of this research is to understand the 
context related to policy hackathons, which are still rarely discussed in practical terms 
in public policy case studies in Indonesia, as one of the methods in participatory 
public policy formulation. The methodology used is discourse analysis, which involves 
direct observation and interviews with the stakeholders involved. The research results 
indicate that the implementation of policy hackathons can be one alternative for 
participatory policy formulation involving the general public. Additionally, focusing on 
the needs of citizens, responsible leadership, and measurable real-world impact are 

Sitasi:	 Purnamo, D., Wicaksono, F., Dante, 
P., Purnama, A., C., & Ayulinda, D. (2025). 
Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan: 
Studi Policy Hackathon pada Program 
Cimahi Innovathon Days di Kota Cimahi. 
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 
8(2), 159–171. https://doi.org/10.21787/
mp.8.2.2024.159-171

Dikirim:	 13 Agustus 2024

Diterima:	 31 Januari 2025

Diterbitkan:	31 Januari 2025

© Penulis

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi 
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci:	 Tr a n s f o r m a s i 
Digital, Inovasi, Program Tuka 
Tuku Purbalingga, Pelayanan 
Publik, Ekonomi Lokal.

 OPEN ACCESS

https://orcid.org/0000-0002-8906-7409
https://orcid.org/0009-0005-9756-0585
mailto:dwi.purnomo%40unpad.ac.id?subject=
https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.1-16
https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.1-16
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.id
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21787/mp.8.2.2024.159-171&domain=pdf&date_stamp=2024-11-29


160

Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan
Studi Policy Hackathon pada Program Cimahi Innovathon Days di Kota Cimahi

Purnomo, Ferdyansyah, Dante, Chandra & Ayulinda. (2024). Matra Pembaruan, 8(2), 159-171
https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.159-171

important factors in this process. The conclusion of this research underscores the great 
potential of policy hackathons in creating innovative solutions that can be effectively 
implemented at the local level. The practical implications of these findings include 
the importance of strengthening inter-sectoral collaboration in policy formulation and 
the need for ongoing evaluation of the long-term impacts of the resulting policies. This 
research also opens up opportunities for the development of new policy instruments 
that can be adopted in various other regions.

1.	Pendahuluan
Inovasi adalah sebuah ide, objek, dan praktik yang dianggap baru (Orr, 2003). 
Pengertian lain juga menjelaskan bahwa inovasi sebagai kegiatan proses menciptakan 
jasa atau barang yang sifatnya baru, lebih baik dan terjangkau dibandingkan dengan 
yang telah tersedia sebelumnya (Damanpour, 1992). Walaupun bahwa inovasi juga 
tidak selamanya bersifat baru (completely new), biasanya dapat terjadi karena sebuah 
proses yang dikenal dengan nama re-invention yakni proses penemuan kembali 
inovasi secara orisinil dari jasa atau barang yang sudah ada (Vargo & Lusch, 2010). 
Inovasi dapat terjadi dalam setiap tahap sistem, yaitu input, proses, dan luaran. Karena 
inovasi tidak hanya berbicara pada temuan produk baru, namun juga pada sistem 
dan prosesnya (Garud et al., 2016). Ketika inovasi diadopsi dan didifusikan terhadap 
masyarakat, knowledge stock negara terakumulasi yang nantinya akan menjadi 
fondasi bagi pertumbuhan produktivitas, penciptaan kemakmuran untuk standar 
hidup publik yang lebih tinggi (Cutchins, Raw, & Welsh, 2010). Menempatkan inovasi 
pada masyarakat sebagai subjek, yang serupa dengan mendorong terciptanya inovasi 
dalam sektor publik. Inovasi dalam sektor publik sendiri sejatinya bukanlah hal baru, 
merujuk historisnya telah dimulai sejak tahun 1980an di Inggris seiring dikenalnya 
sebutan reinventing government atau New Public Management (Hendrawan, 2019).

Kajian mengenai inovasi memang cenderung sering dibahas akademisi dan praktisi 
dalam sektor bisnis, dikarenakan sektor bisnis dinamis dan formalisasi yang rendah 
jika dibandingkan dengan sektor publik yang organisasinya kurang leluasa untuk 
berinovasi (Suwarno, 2008). Oleh karenanya, inovasi adalah konsep kompleks, 
dimana sistem yang multidimensional serta mengglobal meliputi beragam faktor, 
proses dan agen yang terlibat didalamnya bersifat interaktif dari bermacam sumber 
daya yang dipadukan menjadi satu (Osborne & Brown, 2011). Dari sistem inovasi yang 
amat kompleks dan multidimensional inilah yang pada akhirnya perlu diiringi keahlian 
kepemimpinan dan koordinasi yang kuat, bilamana inovasi tersebut diadopsi pada 
sektor publik utamanya oleh pemerintahan melalui kebijakan publik, karena kebijakan 
publiklah yang menentukan keberhasilan termasuk inovasi yang tercipta pada sektor 
privat sekalipun karena pasti terdapat determinasi kebijakan publik di dalamnya yang 
akhirnya akan terakumulasi menjadi pembangunan berorientasi kepada publik yang 
inovatif (Skarzynski & Gibson, 2008).

Eksistensi inovasi pada sektor publik di Indonesia sendiri telah didukung oleh 
pemerintah yang mengarah pada pengembangan inovasi tingkat lokal atau daerah 
(Destiana, 2023). Adapun pengertian inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2017 yakni semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Menginisiasi, menjalankan, dan mengelola inovasi sektor 
publik perlu disadari akan pemahaman yang mumpuni ragam keterampilan dan 
pengetahuan menjadi prasyarat (Khademian et al., 2013). Kualitas peraturan daerah 
menjadi indikator penting salah satunya dalam prasyarat yang berdampak strategis 
(Hasthoro & Sunardi, 2016). Trend inovasi kebijakan publik di Indonesia juga saat 
ini masih seringkali dicirikan dengan diciptakannya suatu platform aplikasi baru, 
tetapi ketika aplikasi tersebut diluncurkan kemudian tidak lama kemudian tidak 
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dipergunakan kembali. Bahkan sejak tahun 2022 terdapat 24.000 aplikasi pemerintah 
yang dihentikan operasionalnya oleh Kominfo karena tidak lagi efisien serta boros 
anggaran negara (Uly, 2023). Organisasi publik dituntut untuk inovatif guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan mengacu pada hal 
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan cepat tanggap (Nam, 2019).

Persoalan minimnya kemampuan dan kemauan berinovasi menjadi tantangan inovasi 
di sektor publik utamanya bagi kalangan pejabat publik di pemerintahan, sehingga 
stagnasi kebijakan publik terjadi yang mengakibatkan kinerja tata pemerintahan 
dan daya serap aspirasi publik belum optimal (Tobirin, 2020). Syarat penting dalam 
terciptanya inovasi sektor publik yakni munculnya ide dan gagasan dari pejabat 
publik sebagai titik awal implementasi kebijakan, yang mampu mengadopsi dan 
beradaptasi terhadap perkembangan diluar organisasi public (Darusman, 2017). 
Paradigma terkait inovasi yang masih berfokus pada pengembangan produk baru yang 
memenuhi permintaan pasar/publik (Salerno et al., 2015) masih dianggap relevan 
dengan kondisi saat ini.  Namun, dalam praktiknya, inovasi sering kali hanya dipahami 
sebagai penciptaan aplikasi atau produk baru. Pendekatan sempit ini justru berpotensi 
menyebabkan stagnasi dalam inovasi kebijakan (Schot et al., 2016).

Dominannya pemimpin dalam menetapkan program atau sistem dan bawahan kurang 
partisipatif dalam melaksanakan inisiatif serta kurang melibatkan partisipasi publik 
(Irvin & Stansbury, 2004). Keberadaan pemimpin sangatlah penting karena tidak ada 
inovasi tanpa kepemimpinan (Fatayati, 2020). Tetapi tidak mengacu pada siapa yang 
memimpin, tetapi saat publik menyalurkan saran, secara sistemik segera direspon 
oleh pejabat public (Hadna, 2006). Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan 
kebijakan telah menjadi semakin penting, dengan perubahan cepat dalam kebutuhan 
dan harapan masyarakat (Iskandar, 2017). Di tengah dinamika ini, konsep “policy 
hackathon” muncul sebagai sarana yang menjanjikan untuk mempercepat proses 
difusi inovasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku 
kepentingan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil (Chaminade et al., 2009). 
Dalam konteks ini, sebuah policy hackathon telah diadakan sebagai salah satu bagian 
dari program ini, dengan fokus pada identifikasi dan pengembangan solusi kebijakan 
yang relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Yuan 
& Gasco-Hernandez, 2021). Meskipun policy hackathon diterapkan sebagai instrumen 
untuk memfasilitasi inovasi kebijakan, pemahaman mendalam tentang proses dan 
dampak dari partisipasi dalam perancangannya terbatas oleh literaturnya (Johnson 
& Robinson, 2014). Salah satu contoh implementasi praktis dari konsep ini adalah 
program Cimahi Innovathon Days di Kota Cimahi.  Lokus penelitian di Kota Cimahi 
dipilih karena kemampuannya mempertahankan keberlanjutan inovasi dan prestasi 
dalam kompetisi inovasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
memahami konteks terkait policy hackathon dan praktisnya, dengan fokus khusus 
pada studi kasus dari Cimahi Innovathon Days.

2.	Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan 
(action research) dan studi kasus untuk mendalami proses dan dampak suatu kebijakan 
dalam ini terkait program policy hackathon di Kota Cimahi (Tawakkal, & Rohman, 2022). 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan 
dan melakukan intervensi yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan, sementara 
studi kasus memberikan fokus pada isu spesifik terkait inflasi dan penanggulangan 
kemiskinan daerah (Widyastuti et al., 2024). Lokus penelitian di Kota Cimahi dipilih 
karena kemampuannya mempertahankan keberlanjutan inovasi dan prestasi dalam 
kompetisi inovasi nasional. Studi kasus melibatkan tujuh isu permasalahan publik: 
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sampah, sanitasi, partisipasi perempuan, ketahanan pangan, UMKM, dan stunting, 
dimana isu-isu tersebut yang menjadi kluster tema pembahasan dalam Cimahi 
Innovathon Days. Isu-isu ini diobservasi melalui metode policy hackathon. Data primer 
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor masyarakat yang menjadi 
pegiat dalam tujuh isu tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, 
pengalaman, dan rekomendasi terkait isu-isu publik yang dihadapi. Data sekunder 
diperoleh dari penelusuran artikel jurnal ilmiah, artikel berita, serta dokumen-dokumen 
kedinasan yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan dan 
memperkaya analisis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah discourse 
analysis. Analisis ini membantu untuk mengeksplorasi bagaimana wacana tersebut 
membentuk dan dipengaruhi oleh kebijakan publik serta interaksi antara berbagai 
aktor yang terlibat (Alam, 2021). Data primer dan sekunder yang dikumpulkan 
serta analisis yang dilakukan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika 
kebijakan publik di tingkat lokal, yang diharapkan dapat memperkaya literatur dan 
praktik inovasi kebijakan di Indonesia.

3.	Hasil dan Pembahasan
3.1.	 Gambaran umum perkembangan inovasi di Pemerintah Kota 

Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang inovasi, 
dengan berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
efisiensi operasional pemerintahan (Susanty & Yuningsih, 2021). Salah satu pilar 
utama inovasi adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), 
yang mencakup pengembangan 144 aplikasi yang telah tersedia di Kota Cimahi untuk 
memfasilitasi akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat (Barsei et al., 2023). 
Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas 
dalam tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Kota 
Cimahi dalam mengembangkan konsep Smart City yang komprehensif, mencakup 
enam dimensi pelayanan publik (Nugraha et al., 2022). Salah satu inovasi penting 
adalah portal terintegrasi Polakami, yang menjadi platform sentral untuk berbagai 
layanan pemerintah dan mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat 
(Hardiana, 2024).

Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 
publik, tetapi juga membawa dampak positif pada kehidupan masyarakat Cimahi. 
Melalui pengembangan aplikasi dan sistem digital, warga dapat dengan mudah 
mengakses informasi, mengurus dokumen, dan mendapatkan layanan tanpa harus 
datang langsung ke kantor pemerintahan (Vujković et al., 2022). Pendekatan ini 
tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meminimalkan risiko korupsi 
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Kota 
Cimahi juga bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil 
untuk mendorong inovasi dan mencari solusi kreatif bagi berbagai masalah publik. 
Dengan kolaborasi ini, inovasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, dapat diterapkan, 
dan berkelanjutan dalam jangka panjang (José & Rodrigues, 2024).

3.2.	 Policy hackathon dalam Program Cimahi Innovathon Days
Program Cimahi Innovathon Days memanfaatkan metode ini untuk menjawab 
tantangan lokal seperti pengangguran dan ketahanan pangan. Untuk memahami 
penerapan policy hackathon secara efektif, perlu penjelasan konseptual yang mencakup 
definisi konsep, proses ideal implementasi, serta parameter keberhasilannya. 
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Secara konseptual, policy hackathon berbeda dari proses kebijakan konvensional 
yang birokratis karena menekankan partisipasi aktif dan pemecahan masalah 
berbasis data. Proses ideal pelaksanaannya meliputi persiapan melalui identifikasi 
tantangan kebijakan dan pemilihan pemangku kepentingan, eksplorasi masalah 
dengan pengumpulan data serta diskusi komunitas, ideasi untuk menghasilkan 
solusi kreatif, prototyping kebijakan, serta evaluasi solusi berdasarkan relevansi dan 
keberlanjutannya. Keberhasilan policy hackathon dapat diukur dari relevansi solusi 
yang dihasilkan, tingkat kolaborasi lintas sektor, kelayakan implementasi, inovasi yang 
diperkenalkan, serta dampak nyata yang ditimbulkan bagi masyarakat. Penjelasan 
konseptual ini penting untuk memberi pemahaman yang jelas bagi pembaca tentang 
posisi policy hackathon sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan 
inovatif yang relevan dan berkelanjutan (Cameron, 2018).

Dalam konteks Cimahi Innovathon Days, Policy Hackathon dilaksanakan dengan 
mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat 
sipil, akademisi, dan sektor swasta, untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah-
masalah publik (Concilio et al., 2017). Proses observasi untuk mengetahui kondisi 
dari setiap isu-isu publik yang dipilih dalam Cimahi Innovathon Days dielaborasikan 
dengan gagasan Design Thinking, yang terdiri dari lima tahapan: Empathize, Define, 
Ideate, Prototype, dan Test. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi 
masalah dan peluang tetapi juga dalam membangun konsensus di antara pemangku 
kepentingan mengenai solusi yang diusulkan (Nurza, 2024). Dengan bimbingan 
fasilitator, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang tantangan yang 
dihadapi masyarakat Cimahi dan mengembangkan solusi yang berdampak nyata. 
Hasil dari Policy Hackathon ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan 
yang inovatif dan berkelanjutan untuk Kota Cimahi. Dengan menggabungkan konsep 
instrumentasi kebijakan inovatif melalui Policy Hackathon, Cimahi Innovathon Days 
berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi publik, memperkuat 
sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, dan mendorong implementasi solusi 
yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Day et al., 2017).

3.3.	 Isu strategis untuk instrumentasi kebijakan inovatif di Kota Cimahi
Pemilihan isu-isu ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Kota Cimahi 
dalam mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, 
pengangguran tetap menjadi masalah yang signifikan, terutama di kalangan lulusan 
muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka 
miliki (Mostafa et al., 2014). Di sisi lain, UMKM, yang merupakan tulang punggung 
ekonomi lokal, menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha, digitalisasi, dan akses 
pasar yang lebih luas (Meinzen-Dick et al., 2019). Ketahanan pangan juga menjadi 
perhatian penting, terutama dalam menjaga kedaulatan pangan lokal dan mengatasi 
ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan tradisional (Mishra & Mishra, 2012). 
Kemudian, isu stunting yang merupakan indikator penting kesehatan masyarakat, 
menjadi fokus dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-
anak (Smith & Haddad, 2014). Sanitasi dan persampahan adalah isu lingkungan yang 
berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem perkotaan 
(Misdayanti, 2021). Terakhir, partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial 
dan ekonomi merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian khusus untuk 
memastikan inklusivitas dan kesetaraan gender (Kabeer, 2021). Berikut juga akan 
disajikan temuan-temuan selama observasi hingga pengusulan inovasi instrumentasi 
kebijakan berdasarkan tujuh isu strategis sebagai berikut:
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3.3.1.	 Pengangguran
Pengangguran di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus utama karena tingginya 
jumlah lulusan muda yang belum terserap di dunia kerja. Melalui observasi pada 
persona seperti Asep, seorang lulusan SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, 
diidentifikasi bahwa kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan 
kebutuhan pasar kerja menjadi faktor utama penyebab pengangguran. Program 
yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah One-Cim, sebuah inisiatif yang 
mengintegrasikan konsultasi karir, tes minat dan bakat, serta pelatihan keterampilan 
melalui platform yang sudah ada seperti SIDEKAP. Program ini dirancang untuk 
memberikan bimbingan yang lebih terfokus kepada pencari kerja muda dan membantu 
mereka dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

3.3.2.	 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
UMKM di Kota Cimahi menghadapi berbagai tantangan, termasuk legalitas usaha, 
keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. 
Observasi terhadap pelaku usaha seperti pengusaha keripik menunjukkan bahwa 
banyak UMKM masih beroperasi secara informal dan belum mampu memanfaatkan 
peluang digital secara optimal. Solusi yang diusulkan adalah program Entrepreneur 
Legacy, yang mencakup pembentukan komunitas UMKM, pembinaan spesialisasi 
produk, dan dukungan legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar. Program 
ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui pendekatan kolaboratif 
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, 
dan sektor swasta.

3.3.3.	 Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan menjadi isu yang krusial, terutama dalam konteks menjaga 
keberlanjutan pangan lokal seperti yang ditemukan di kampung adat Cireundeu. 
Persona seperti Abah Widi, seorang sesepuh kampung, menunjukkan kekhawatiran 
terhadap alih fungsi lahan dan hilangnya kebiasaan konsumsi singkong sebagai 
sumber pangan utama. Program One Day No Rice diusulkan sebagai solusi untuk 
mendukung diversifikasi pangan dan melindungi kebiasaan konsumsi lokal. Program 
ini melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan, dengan 
dukungan dari sekolah, petani, dan UMKM lokal untuk mempromosikan konsumsi 
singkong dan produk pangan alternatif lainnya.

3.3.4.	 Stunting
Stunting diidentifikasi sebagai masalah kesehatan yang mendesak, terutama bagi 
keluarga-keluarga yang kurang mendapat akses informasi yang memadai mengenai 
gizi dan kesehatan anak. Observasi terhadap persona seperti Ibu Ika mengungkapkan 
kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan dukungan yang lebih personal bagi 
keluarga yang terdampak stunting. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan program 
sosialisasi dan edukasi yang tidak menstigma keluarga, serta peningkatan keterlibatan 
komunitas dan layanan kesehatan dalam menangani masalah stunting. Pendekatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa 
keluarga-keluarga yang terdampak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

3.3.5.	 Sanitasi
Sanitasi merupakan salah satu isu lingkungan yang yang berdampak terhadap 
kesehatan masyarakat di Kota Cimahi. Banyak wilayah di kota ini masih mengalami 
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masalah dalam akses air bersih dan fasilitas toilet yang layak. Observasi lapangan 
menunjukkan bahwa infrastruktur sanitasi yang ada belum memadai untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan populasi padat. Solusi 
yang diusulkan adalah pengembangan infrastruktur sanitasi yang lebih baik melalui 
pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan 
implementasi proyek sanitasi. Program ini juga mencakup edukasi masyarakat tentang 
pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.

3.3.6.	 Persampahan
Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar bagi Kota Cimahi, terutama dengan 
meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Observasi 
terhadap persona seperti pengelola bank sampah menunjukkan bahwa meskipun ada 
upaya untuk mengelola sampah secara lebih efisien, masih ada kendala dalam hal 
teknologi dan partisipasi masyarakat. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan 
teknologi pengolahan sampah yang lebih canggih serta strategi untuk mendorong 
perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mendaur ulang sampah. 
Program ini juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung 
keberlanjutan pengelolaan sampah di kota.

3.3.7.	 Partisipasi perempuan
Partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Cimahi masih 
menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal akses terhadap pelatihan dan 
peluang ekonomi. Observasi terhadap persona seperti anggota Kelompok Perempuan 
Kepala Keluarga (PEKA) menunjukkan bahwa banyak perempuan di Cimahi yang 
memiliki potensi besar tetapi terbatas aksesnya untuk mengembangkan keterampilan 
dan usaha mereka. Solusi yang diusulkan adalah program pemberdayaan perempuan 
yang menyediakan pelatihan keterampilan, akses modal, dan dukungan jaringan. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai 
sektor ekonomi dan sosial, serta memperkuat peran mereka dalam pengentasan 
kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan dari program-program di atas sebagian besar didukung oleh adanya 
kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini tidak 
hanya menciptakan sinergi dalam penciptaan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi 
juga memungkinkan alokasi sumber daya dan pengetahuan yang lebih optimal 
dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat (Molinari, 2011). Keberlanjutan 
dari program-program ini pun sangat bergantung pada upaya bersama dari seluruh 
pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi dampak 
kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, policy hackathon yang diterapkan melalui Cimahi Innovathon Days 
berperan sebagai metode strategis untuk merumuskan kebijakan inovatif dengan 
pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Program ini mengundang pemangku 
kepentingan lintas sektor untuk merancang solusi yang aplikatif terhadap berbagai isu 
strategis tersebut. Misalnya, solusi inovatif untuk masalah pengangguran diwujudkan 
dalam program “One-Cim” yang menyediakan konsultasi karier dan pelatihan 
keterampilan berbasis platform digital untuk lulusan muda. Sementara itu, tantangan 
UMKM diatasi dengan program “Entrepreneur Legacy” yang memperkuat komunitas 
usaha lokal melalui pendampingan produk dan sertifikasi legalitas. Upaya menjaga 
ketahanan pangan lokal mendorong inisiatif “One Day No Rice” yang mengedukasi 
masyarakat tentang diversifikasi pangan berbasis konsumsi singkong di kampung 
adat Cireundeu. Selain itu, solusi berbasis komunitas untuk menangani stunting dan 
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sanitasi difasilitasi melalui pengembangan infrastruktur serta kampanye kesadaran 
masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, kebijakan berbasis teknologi dan kemitraan 
dengan sektor swasta dirancang untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan, 
sementara kebijakan pemberdayaan perempuan membuka akses pelatihan 
keterampilan dan modal usaha. Implementasi policy hackathon ini membuktikan 
efektivitasnya dalam menghasilkan kebijakan publik inovatif yang berakar pada 
kebutuhan nyata masyarakat serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, 
menjadikannya model inspiratif bagi pembangunan berkelanjutan di daerah lain.

3.4.	 Pembahasan: Desain kebijakan untuk inovasi sektor publik
Pembahasan temuan atas observasi isu-isu strategis ini menggunakan teori tentang 
desain kebijakan yang mencakup enam konstruksi inti yang diperlukan untuk inovasi 
kebijakan: Memahami kompleksitas (complexity), Berorientasi pada visi (vision), Fokus 
pada warga negara (citizen), Membangun aliansi baru (new alliances), Kepemimpinan 
yang bertanggung jawab (stewardship), dan Penekanan pada dampak (impact) (Bason, 
2016). Melalui analisis deskriptif terhadap tujuh isu strategis dalam program Cimahi 
Innovathon Days 2024 meliputi pengangguran, UMKM, ketahanan pangan, stunting, 
sanitasi, persampahan, dan partisipasi perempuan.

3.4.1.	 Memahami Kompleksitas (Complexity)
Dalam konteks penanganan pengangguran di Cimahi, kebijakan tidak hanya berfokus 
pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memahami dinamika pasar tenaga kerja, 
kesenjangan keterampilan, dan kebutuhan lokal. Kompleksitas ini teridentifikasi 
melalui observasi langsung dan interaksi dengan individu seperti Asep, seorang lulusan 
muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dengan memahami keterkaitan faktor-
faktor tersebut, solusi yang lebih komprehensif dapat dirancang, seperti inisiatif One-
Cim yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan dengan pencocokan pekerjaan 
berdasarkan minat dan bakat.

Pada kasus UMKM, kompleksitas meliputi tantangan legalitas usaha, keterbatasan 
sumber daya manusia, dan adopsi teknologi. Pendekatan yang memahami 
kompleksitas ini membantu dalam merancang program Entrepreneur Legacy, yang 
tidak hanya menekankan pembinaan usaha, tetapi juga aspek formalitas dan legalitas, 
serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

3.4.2.	 Berorientasi pada Visi (Vision)
Orientasi pada visi merupakan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang 
lebih baik dan menetapkan arah kebijakan menuju pencapaian visi tersebut. Visi yang 
jelas menjadi pedoman utama dalam mengarahkan inovasi kebijakan. Misalnya, pada 
isu ketahanan pangan, visi yang diusung adalah keberlanjutan pangan lokal melalui 
diversifikasi pangan dan pelestarian praktik konsumsi tradisional, seperti konsumsi 
singkong di kampung adat Cireundeu. Program One Day No Rice menggambarkan 
visi ini dengan tujuan menjaga kedaulatan pangan lokal sekaligus mengurangi 
ketergantungan pada beras.

Dalam penanganan stunting, visi yang jelas sangat penting. Pendekatan yang diusulkan 
tidak hanya berfokus pada penanganan langsung masalah gizi, tetapi juga pada 
edukasi berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
gizi seimbang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya ditujukan untuk 
menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perbaikan 
jangka panjang.
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3.4.3.	 Fokus pada Warga Negara (Citizen)
Kebijakan publik yang efektif harus selalu berpusat pada kebutuhan dan harapan 
warga negara Pada kasus pengelolaan sampah di Cimahi, kebijakan yang diusulkan 
mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 
kampanye edukasi dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Hal 
ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang bukan hanya untuk masyarakat, tetapi 
juga bersama masyarakat, sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada isu partisipasi perempuan, fokus pada warga negara terlihat dalam program 
pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk meningkatkan akses perempuan 
terhadap pelatihan dan peluang ekonomi. Dengan memastikan bahwa perempuan 
memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, kebijakan ini 
bertujuan untuk menciptakan inklusivitas dan kesetaraan dalam pembangunan.

3.4.4.	 Membangun Aliansi Baru (New Alliances)
Aliansi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Dalam program Cimahi Innovathon Days, 
kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan implementasi 
kebijakan. Misalnya, dalam menangani isu ketahanan pangan, kolaborasi dengan 
petani, sekolah, dan UMKM lokal sangat penting untuk memastikan diversifikasi 
pangan dan pelestarian budaya konsumsi lokal.

Begitu juga dalam isu UMKM, keberhasilan program Entrepreneur Legacy sangat 
bergantung pada kerja sama dengan lembaga keuangan, akademisi, dan sektor 
swasta untuk menyediakan pembinaan dan dukungan yang komprehensif bagi para 
pengusaha kecil. Aliansi-aliansi ini memungkinkan penggabungan sumber daya dan 
keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

3.4.5.	 Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab (Stewardship)
Pemimpin harus mampu mengkoordinasikan berbagai upaya, mengelola sumber daya 
dengan bijaksana, dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan 
dalam proses pengambilan keputusan. Dalam program Cimahi Innovathon Days, 
kepemimpinan lokal memainkan peran penting dalam mengarahkan kolaborasi antar 
pemangku kepentingan dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dari Policy 
Hackathon dapat diimplementasikan secara efektif.

Pada isu sanitasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat penting untuk 
memastikan bahwa infrastruktur sanitasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan dikelola dengan baik. Kepemimpinan ini juga memastikan bahwa 
edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik terus berlanjut, sehingga 
dampak positif dapat dirasakan secara berkelanjutan.

3.4.6.	 Penekanan pada Dampak (Impact)
Penekanan pada dampak berarti bahwa kebijakan tidak hanya diukur dari proses atau 
output-nya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memecahkan 
masalah yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks 
Cimahi Innovathon Days, dampak dari inovasi kebijakan yang dihasilkan diukur 
dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mengatasi isu-isu strategis seperti 
pengangguran, stunting, dan pengelolaan sampah.

Misalnya, dampak dari program One-Cim dapat diukur dari penurunan tingkat 
pengangguran di kalangan lulusan muda dan peningkatan keterampilan mereka 
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yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Begitu juga dengan dampak dari 
program One Day No Rice yang diukur dari peningkatan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya diversifikasi pangan dan penurunan konsumsi beras yang berlebihan.

Pendekatan Design for Policy menekankan pentingnya perancangan kebijakan yang 
berpusat pada manusia dan berbasis data. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan 
oleh ide kreatif, tetapi juga pemahaman terhadap kompleksitas masalah, visi yang jelas, 
fokus pada kebutuhan warga, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku 
kepentingan. Dalam konteks ketahanan pangan di Cimahi, misalnya, solusi kebijakan 
tidak cukup hanya meningkatkan akses pangan, tetapi juga harus mempertimbangkan 
dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kebijakan pertanian yang belum 
memadai.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan inovatif yang 
dapat diterapkan secara efektif. Di Cimahi Innovathon Days, keterlibatan pemerintah, 
akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil memungkinkan perumusan kebijakan 
yang lebih inklusif dan responsif. Selain itu, kepemimpinan yang bertanggung jawab 
sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. 
Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmennya dengan mengadopsi metode 
policy hackathon, yang tidak hanya membuka ruang partisipasi luas, tetapi juga 
menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, policy hackathon berfungsi sebagai metode strategis yang 
mengintegrasikan prinsip-prinsip policy design dan design thinking, seperti memahami 
kompleksitas masalah, membangun aliansi lintas sektor, berfokus pada kebutuhan 
warga, menetapkan visi kebijakan yang jelas, serta menekankan pada dampak 
nyata yang terukur. Tahapan implementasi program meliputi identifikasi tantangan 
kebijakan, ideasi solusi, pengembangan prototipe, serta evaluasi efektivitas kebijakan 
yang dirancang. Contoh konkret praktik ini terlihat pada program One Day No Rice, yang 
dirancang untuk mendukung diversifikasi pangan lokal berbasis singkong di kampung 
adat Cireundeu guna menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada 
beras. Fokus studi ini adalah mengevaluasi efektivitas penerapan policy hackathon 
dalam merancang kebijakan inovatif di sektor publik, dengan menilai kemampuan 
metode ini dalam memahami kompleksitas masalah, membangun kebijakan berbasis 
visi, memperkuat aliansi strategis, serta menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. 
Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi 
pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

4.	Kesimpulan
Policy hackathon memiliki potensi besar sebagai metode inovatif dalam perancangan 
kebijakan publik di tingkat lokal. Program Cimahi Innovathon Days menunjukkan 
bahwa keberhasilan inovasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ide kreatif, tetapi 
juga pada kemampuan untuk memahami kompleksitas permasalahan, membangun 
visi yang jelas, fokus pada kebutuhan masyarakat, serta menciptakan aliansi 
strategis lintas sektor. Elemen-elemen ini terbukti mampu menghasilkan kebijakan 
berbasis data yang relevan dan implementatif untuk menghadapi tujuh isu strategis 
di Kota Cimahi, seperti pengangguran, UMKM, ketahanan pangan, stunting, sanitasi, 
pengelolaan sampah, dan partisipasi perempuan. Lebih lanjut, temuan penelitian 
ini menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam mendesain kebijakan 
publik. Dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara 
aktif, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih 
responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, keberlanjutan hasil kebijakan sangat 
dipengaruhi oleh kepemimpinan yang bertanggung jawab dan evaluasi berkelanjutan 



Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan
Studi Policy Hackathon pada Program Cimahi Innovathon Days di Kota Cimahi

169Purnomo, Ferdyansyah, Dante, Chandra & Ayulinda. (2024). Matra Pembaruan, 8(2), 159-171
https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.159-171

terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Sebagai implikasi praktis, 
penelitian ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana policy hackathon dapat 
diadaptasi oleh pemerintah daerah lain untuk mendorong inovasi kebijakan yang lebih 
efektif dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak 
jangka panjang dari kebijakan yang dihasilkan, serta mengeksplorasi pengembangan 
instrumen kebijakan baru yang relevan dengan konteks wilayah lain. Pendekatan ini 
diharapkan dapat memperkaya literatur inovasi kebijakan dan memberikan kontribusi 
nyata bagi peningkatan tata kelola publik di Indonesia.
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